
BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR IS TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 97 dan Pasal 99
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 47
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Agam Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari:

b. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari
pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan
optimalisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah ditingkat nagari:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 45
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Nagari perlu diubah untuk kedua kalinya:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang '. Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717):
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MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH AN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2014 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Agam Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 48), diubah untuk kedua kalinya
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menginformasikan rencana bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah kepada nagari.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentuk :

a. penetapan alokasi sementara:
b. penetapan alokasi definitif:
Cc. penetapan kurang salur dan/atau lebih salur.

(3) Penetapan alokasi sementara dihitung berdasarkan rencana
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berkenaan yang
tercantum dalam APBD tahun anggaran berkenaan.



(4) Penetapan alokasi definitif dihitung berdasarkan realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akhir bulan Desember tahun
anggaran berkenaan.

(5) Penetapan kurang salur atau lebih salur atas realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan dihitung setelah dilakukan penetapan alokasi
definitif.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 16

(1) Dana ABHP/R disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Nagari dan merupakan salah satu sumber penerimaan nagari.

(2) Penyaluran dan APHP/R Nagari dilakukan secara bertahap meliputi :

a. Tahap I, pada bulan Juli sebesar realisasi pajak dan retribusi
kabupaten semester pertama tahun berjalan,

b. Tahap II, pada bulan November sebesar realisasi pajak dan retribusi
kabupaten sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

(3) Apabila terjadi kekurangan/kelebihan penyaluran, maka
diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Penyaluran dana ABHP/R ke rekening Kas Nagari dilakukan setelah
APB Nagari ditetapkan.

R

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.
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Ditetapkan difubuk Basung
kasasi

pada tanggal// 5 April 2018
BUPATI AG 4
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Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

/
INDRA CATRI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR IS
-

A
MARTIAS WANTO


